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                                                              ABSTRAK 

  Tujuan dibuatnya penelitian ini untuk menemukan dan mengetahui bagaimana 

perlindungan paten secara filosofis hukum. Paten memiliki keterkaitan dengan pengetahuan 

tradisional, seperti dibidang farmasi atau obat-obatan karena bidang tersebut merupakan 

cakupan dari hukum paten. Tetapi, dalam praktik hukum paten belum mampu untuk 

melindungi pengetahuan tradisional. Bentuk perlindungan terhadap pengetahuan tradisional 

dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam model yaitu perlindungan dalam bentuk 

hukum dan perlindungan dalam bentuk non hukum.[1] 

Kata Kunci: Paten, Praktik Hukum, Pengetahuan Tradisional. 

PENDAHULUAN 

  Paten merupakan sesuatu yang penting bagi bidang Ilmu Pengathuan dan Teknologi 

(IPTEK). Kemampuan suatu negara dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

akan menentukan cara negara tersebut dapat berperan aktif dalam pengembangan dunia. 

Karenanya hanya negara dengan kreatifitas, ilmu pengetahuan dan teknologi telah majulah 

yang bisa mengambil peran dalam lingkungan internasional baik dalam bidang politik, 

ekonomi, dan budaya. Dengan berdasarkan pada Disclasore Clause yang terdapat pada prinsip 

paten. Undang-Undang paten pun kemungkinan mengalami pengembangan teknologi melalui 

ahli teknologi. Apabila dengan adanya Undang-Undan Paten, maka perusahaan transnasional 

bersedia membangun lembaga Research and Development di Indonesia, agar dapat mendorong 

dilakukannya inovasi terhadap penemuan baru yang diciptakan agar dapat dikembangkan 

dalam dunia industri.  [2] 

METODE PENELITIAN 

  Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian 

Legal research, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan perundang-

undangan (statue approach) dan juga mempelajari buku-buku litertur yang digunakan dalam 

pembahasan ini guna mendukung materi pokok dalam karya ilmiah ini yaitu Urgensi 

Perlindungan Hukum Terhadap Paten.[3] 

HASIL & PEMBAHASAN 
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  Paten merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang penting. 

Perlindungan hukum terhadap paten memastikan bahwa penemu atau pemegang paten 

memiliki kontrol eksklusif terhadap penggunaan dan eksploitasi temuannya. Dengan demikian, 

paten melindungi hak-hak penemu dari penggunaan atau reproduksi yang tidak sah oleh pihak 

lain. Perlindungan ini memberikan insentif bagi penemu untuk membagikan pengetahuan dan 

teknologi mereka dengan aman, karena mereka tahu bahwa investasi dan usaha mereka akan 

dilindungi.[4] 

Perlindungan hukum terhadap paten memberikan insentif bagi penemu untuk mengembangkan 

teknologi baru. Dalam rangka mendapatkan paten, penemu harus membuktikan bahwa 

temuannya merupakan suatu inovasi yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kebaruan, 

tingkat kegiatan inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Dalam proses tersebut, penemu 

akan terdorong untuk melakukan riset dan pengembangan yang lebih lanjut guna menciptakan 

inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.[5] 

  

KESIMPULAN 

perlindungan hukum terhadap paten memiliki urgensi yang besar dalam mendorong inovasi, 

meningkatkan ekonomi, melindungi hak kekayaan intelektual, dan mendorong transfer 

teknologi. Melalui perlindungan hukum yang memadai, penemu dan pemegang paten diberikan 

insentif untuk terus berinovasi, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat secara keseluruhan. 
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